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ABSTRAK 

 

UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK 

MELALUI SISTEM PERLINDUNGAN TERPADU DI  

WILAYAH HUKUM BANDAR LAMPUNG  

 

 

Oleh  

 

Bibit Widyantoro 

 

Catatan dari P2TP2A-LIP Provinsi Lampung terlihat bahwa pada tahun 2015 

P2TP2A-LIP telah menangani sebanyak 95 kasus, tercatat 6 korban pemerkosaan, 

16 korban pelecehan seksual, 2 anak berhadapan dengan hukum, 3 korban 

perdagangan, 63 korban KDRT dan 5 korban masalah kesehatan produksi. Pada 

tahun 2016 tercatat 163 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi 

Lampung. Data time series 2017 per 29 September yang kita peroleh dari Pusat 

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ada 104 yang 

terdiri dari 67 kekerasan terhadap anak dan 37 kekerasan terhadap perempuan 

dewasa.maka penuis ingin mengajukan bgaimana upaya penanggulangan 

dkekerasan terhadap anak melalui sistem perlindungan terpadu di Wilayah Hukum 

Kota Bandar Lapung dan apasaja faktor penghambat dalam upaya penangulangan 

kekerasan terhadap anak melalui sistem perlindungan terpadu. 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yurisid normative dan 

yuridis empiris. Data yang digunakanadalah data sekunderdan data premier. 

Metode pegumpulan data  dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan penelitian 

lapangan.  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang  telah dilakukan maka  Upaya penanggulangan 

kekerasan anak yang diakukan oleh Lembaga P2TP2A, PATBM dan Dinas 

Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Koata Bandar Lampung dengan 

cara penyuluhan-penyuluhan, penegakan hukum lebih maksimal, dan seriusnya 

aparat penegak hukum dalam menanggapi terjadinya kekerasan pada anak. Faktor 

yang dialami dalam upaya penanggulangan adalah kurangnya pemahaman 

masyarakat dalam memahami faktor dan dampak kekerasan anak, kurangnya 

masyarakat dalam mencegah kekerasan anak dan kurang tanggapnya aparat 

penegak hukum dalam menangani terjadinya kekerasan pada anak, menghukum 

pelaku kekerasan anak dengan seberat-beratnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sebagai efek jera. 

 



 

 

 

Bibit Widyantoro 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyatakan:  perlu dilakukan 

dengan semaksimal mungkin pencegahan kekerasan anak melalui masysrakat, 

orang tua dan aparat hukum agar tidak terjadinya kekerasan terhadap anak. Dan 

penanganan yang  dilakukan dengan maksimal agar tidak berakibat falal untuk 

perkembangan korban. Memaksimalkan potensi dan aspek masyarakat yang ada, 

dan upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak daalam mencegah dan 

menangani terjadinya kekerasan anak. 

 

Kata kunci : Penanggulangan, Kekerasan Anak, Sistem Perlindungan 

Terpadu 
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“ kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan 

dengan pengalaman , namun tidak jujur sulit untuk di perbaiki” 

( Muhammad hatta ) 

 

Orang yang paling aku sukai adalah orang yang menunjukan kesalahanku” 

(Umar Bin Khattab) 

 

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar 

kesanggupannya”  

( Q.S. AL-Baqarah:5-6 ) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Anak dilahirkan kedunia memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut mendapatkan 

pengakuan dari hak asasi manusia, oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh 

negara dan  hukum  tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun. Anak 

tetaplah anak yang melekat sifat ketidakmandirian, mereka membutuhkan kasih 

sayang dan perlindungan terhadap hak-haknya dari orang dewasa. Anak dalam 

pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari 

orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi 

anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang. 

 

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dalam hal berbangsa dan bernegara, anak 

adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas 

perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. 

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti 

bagi orangtuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, 

kebanggaan, dan rasa menyempurnakan diri yang disebabkan keberhasilan 
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orangtuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita, 

harapan, dan eksistensi. 

 

Pembicaraan tentang anak dan perlindungan anak tidak akan pernah berhenti 

sepanjang sejarah kehidupan manusia, karena anak adalah generasi penerus bangsa 

dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang di persiapkan sebagai subjek 

pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu 

Negara, tidak terkecuali Indnesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi 

potensi sumber daya insane dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju 

masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945. 

 

Perlindungan terhadap anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu 

kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini 

dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang 

diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi 

psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya 

bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya 

perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya. 

 

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat, merupakan tolak ukur bagi 

kemajuan Negara tersebut. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan 

yang berakibat hukum. Oleh karena itu kepastian hukum perlu dilaksanakan demi 

mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiantan 
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perlindungan anak. Kepastian hukum perlu dilaksanakan demi kegiatan berlangsung 

perlindungan anak dan mencegah penyelewengan terhadap anak. Selanjutnya, 

kepastian hukum terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak 

pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas 

penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.
1
 

 

Upaya perlindungan anak merupakan wujud Negara dalam menjamin kesejahteran 

perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi manusia. Arti dari anak dalam 

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak yang 

menyebutkan bahwa Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha 

Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan 

hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.
2
 

 

Provinsi Lampung sendiri kekerasan pada anak masih sering terjadi, dan bisa di 

bilang tiap tahun nya selalu meningkat. Berdasarkan catatan dari P2TP2A-LIP 

Provinsi Lampung terlihat bahwa pada tahun 2015 P2TP2A-LIP telah menangani 

sebanyak 95 kasus, tercatat 6 korban pemerkosaan, 16 korban pelecehan seksual, 2 

anak berhadapan dengan hukum, 3 korban perdagangan, 63 korban KDRT dan 5 

korban masalah kesehatan produksi. Pada tahun 2016 tercatat 163 kasus kekerasan 

terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Data time series 2017 per 29 

September yang kita peroleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

                                                           
1
 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Refika Aditama. Jakarta. hlm 35 

2
 Nashiana,  perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia. hlm.1 
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Perempuan dan Anak (P2TP2A) ada 104 yang terdiri dari 67 kekerasan terhadap anak 

dan 37 kekerasan terhadap perempuan dewasa.
3
 

 

Ini menjadikan daerah Provinsi Lampung khususnya Kota Bandar lampung menjadi 

tempat yang sering terjadi tindak kekerasan ataupun tindak kejahatan terahadap anak, 

lalainya pemerintah dan orang tua anak dalam melakukan perlindungan anak 

membuat tingkat kejahatan dan kekerasan anak terus meningkat setiap tahunnya. 

Faktor penyebab anak seringkali menjadi korban tindak kekerasan yaitu dikarenakan 

anak-anak cenderung lemah dan tidak bisa melakukan perlawanan. 

 

Meskipun telah ada kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai tentang 

perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta hukuman dan sanksi bagi pelaku 

kekerasan terhadap anak, baik yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah, akan tetapi kebijakan tersebut masih belum mampu mengurangi 

tingginya angka kekerasan yang terjadi pada anak setiap tahunnya. Hal ini disebabkan 

karena masih kurang pengawasan serta pengimplementasian dalam upaya 

perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta hukuman dan sanksi tegas bagi 

pelaku kekerasan terhadap anak baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah serta masyarakat maka penulis tertakik untuk melakukan penelitian dengan 

mengangkat judul Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Sistem 

Perlindungan Terpadu Di Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung. 

 

                                                           
3
 http://m.harianmomentum.com/read/3796/dalam-9-bulan-tercatat-104-kekerasan-terhadap-

perempuan-dan-anak 
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B. Rumusan Masalah 

 

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang masalah yan telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah upaya penanggulanan kekerasan terhadap anak melalui sistem 

perlindungan terpadu? 

b. Apa saja faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap 

anak melalui sistem perlindungan terpadu? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam kajian penelitian ini adalah kajian hukum dalam Sistem 

Perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung, serta peran Pemerintah kota Bandar 

Lampung, Lembaga-lembaga anak ataupun lembaga masyarakat seperti Lembaga 

P2TP2A dan PATBM, dan dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak 

yang ada di Kota Bandar Lampung yang menyangkut dengan Perlindungan anak 

di Kota Bandar Lampung. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan  

a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak melalui 

sistem perlindungan terpadu 

b. Untuk mengetahui kendala dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan 

terhadap anak melalui sistem perlindungan terpadu 
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2. Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis 

Bahwa dengan hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambahkan 

wacana dan pengetahuan hukum dalam bidang hukum pidana maupun bidang 

lainnya terutama dalam penanggulangan dan pencegahan terjadinya kekerasan 

terhadap anak.  

b. Kegunaan Praktis 

Bahwa dengan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan wacana 

bagi para praktisi dalam mengambil kebijakan atau akademisi dalam 

menelaah suatu permasalahan di bidang hukum acara pidana dan dapat pula 

digunakan untuk memberikan wacana ataupun pengetahuan baru tentang 

hukum acara pidana bagi akademisi dan atau masyarakat pada umumnya. 

 

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk 

mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan 

untuk peneliti.  

a. Kerangka teoritis pertama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori 

penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan adalah usaha, ikhtiar guna 

mencapai suatu maksud dengan suatu proses atau menanggulangi suatu 
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kejahatan. Upaya represif upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh 

dengan :  

1) Penerapan hukum pidana (Criminal Law Application).  

2) Pencegahan tanpa pidana (Prevention Without Punishment).  

3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 

pemidanaan lewat media massa (Influencing views of society on crime 

and punishment)
4
. 

 

Upaya penaggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi di 

atas, yang merupakan upaya penaggulangan kejahatan yang lebih 

menitikberatkan pada sifat represif adalah pada penerapan hukum pidana 

(Criminal Law Application). Sedangkan pencegahan tanpa pidana (Prevention 

Without Punishment) lebih menitikberatkan pada upaya penanggulangan 

secara preventif. Upaya preventif upaya penaggulangan kejahatan yang lebih 

menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) 

sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan lebih bersifat pencegahan 

terhadap terjadinya kejahatan, sasaran utamanya adalah mengenai faktor-

faktor kondusif mengenai terjadinya kejahatan.  

 

Faktor-faktor itu antara lain adalah berpusat pada masalah atau kondisi-

kondisi sosial secara langsung maupun tidak langsung yang dapat 

menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang 

                                                           
4
 Arif Barda Nawawi. 1996. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana 

Penjara. Undip Semarang. hlm 48 
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kriminal makro dan global, maka upaya preventif menduduki posisi kunci dan 

strategis dari seluruh upaya politik kriminal. Upaya Preventif ini adalah untuk 

memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian dilihat dari 

sudut kriminal, seluruh kegiatan preventif melalui upaya itu mempunyai 

kedudukan strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifikasikan 

dan diefektifkan.  

b. Kerangka teoritis yang kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori 

faktor yang menjadi penghambat dalam penegakkan hukum, menurut 

Soerjono Soekanto setidaknya terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi 

penghambat dalam penegakkan hukum. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai 

berikut
5
:  

1) Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang. 

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

yang menerapkan hukum. 

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.  

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan.  

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

                                                           
5
 Soekanto, Soerjono. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo 

Persada. Jakarta. hlm. 5 
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Upaya penanggulangan tindak kekerasan terhadap ana perlu ditempuh dengan 

pendekatan kebijakan, dalam arti da keterpaduan antara politik criminal dan 

politik sosial, ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kekersan penal 

dan non penal. Kebijakan sosial di artikan sebagai segala usaha rasional untuk 

meencapai kesejahteraa masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat. 

upaya penanggulangan kekerasan anak merupakan proses dari penegakan 

yang di pengaruhi beberapa faktor, antara lain.  

1) Faktor perundang-undangan  

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali terjad 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak 

sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan 

secara normative 

2) Faktor penegak hukum 

Salah satu kunci dari keberhasillan dalam penegakan hukum adalah 

mentalitas atau kepribadian dari penegak hukunya sendiri. Dalam 

kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa 

penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah kebejatan. 

3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung 

Saran dan fasilitas yang mendukung tenaga manusia yang berpendidikan 

dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan 

yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan huku 
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tidak dapat berjalan dengan baik dan penagak hukum tidak mungkin 

menjalankan peran semestinya 

4) Faktor masyarakat 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan 

penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan 

bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat, semakin tinggi kesadaran 

hukum masyarakat maka akan semakin meningkatkan penegakan hukum 

yang bak. 

5) Faktor budaya 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undagan) harus mencerminkan 

nila-nilai yan menjadi dasar hukum adat. Adanya kultur atau udaya hukum 

inilah yang menyebabkan penegakan hukum di antara masyarakat yang 

satu dengan masysrakat yang lainnya. Faktor budaya dalam penegakan 

hukum dan kebudayaan masyarakat aka semakin mudah dalam 

menegakkannya. 

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep 

khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilahyang diteliti 

agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini 

penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam 

memahami tulisan ini.  
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Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut
6
 : 

a. Upaya Penanggulangan  

Upaya penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, 

mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan 

sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang ataupun situasi 

yang telah dinyatakan sudah sangat kritis.Sedangkan yang dimaksud dengan 

penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak 

yang melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri serta kepada para 

pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh 

masyarakat maupun pemerintah. 

b. Kekerasan  

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, 

pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau 

dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan 

hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai 

kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan 

kekejaman terhadap binatang. Istilah “kekerasan” juga mengandung 

kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kerusakan 

harta benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan 

terhadap orang. 

 

 

                                                           
6
 (www.unicef.org/indonesia/id/mengenal_hak_hak_anak. diakses 17/10/2010). 
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c. Anak  

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan 

antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut 

bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah 

melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak (jamak: anak-anak) adalah 

seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami 

masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” 

merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua 

mereka, meskipun mereka telah dewasa. 

d. Perlindungan 

Adalah sesuatu yang bersifat melindungi setiap makhluk, perlindungan dapan 

diberikan dari banyak bentuk, perlindungan yang diberikan oleh negara dalam 

bentuk hukum, dalam hal ini melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama 

lain. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Siatematika penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan 

mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan 

dengan sistematika sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri atas latar belakang, permasalah dan ruang lingkup, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan 

yang ada dalam skripsi.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Lelaki
https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pubertas
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keturunan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan 

dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan 

diselidiki. Bab ini berisikan pengertian anak, perlindungan anak, hak-hak anak, 

lembaga-lembaga perlindungan anak dan penanggulangan dan pencegahan tindak 

pidana anak. 

III. METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang 

digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penetuan 

narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisi 

data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri dari uraian tentang peran Lembaga P2TP2A dan Dinas 

Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Dikota Bnndar Lampung dalam 

upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak melalui sistem perlindungan 

terpadu. 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan mengenai skripsi, yaitu bagaimana upaya dalam 

penanggulangan kekerasan terhadap anak yang dilakukan Lembaga P2TP2A dan 

Dinas Pemberdaya Permbpuan dan Perlindungan Anak Kota Bnadar Lampung 

melalui sistem perlindungan terpadu   
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II.  TINJAUAN PUSTAAKA 

 

 

A. Anak dan Hak-Hak Anak  

 

1. Pengertian anak 

Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa 

atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di 

mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari 

orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah 

periode pekembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam 

tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian 

berkembang setara dengan tahun tahun sekolah dasar
7
. 

 

Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental 

seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah 

termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya 

maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.  

 

 

                                                           
7
 Wikipedia  

https://id.wikipedia.org/wiki/Lelaki
https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pubertas
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keturunan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Perkembangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Mental
https://id.wikipedia.org/wiki/Usia
https://id.wikipedia.org/wiki/Biologis
https://id.wikipedia.org/wiki/Kronologis
https://id.wikipedia.org/wiki/Umur
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Pengertian menururt beberapa peraturan yang ada di Indonesia: 

1. Penegertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Dalam KUHP tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan 

hanyalah definisi tentang “belum cukup umur (minderjarig)”, serta beberapa 

definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat 

pada beberapa pasalnya. Seperti pada Bab IX yang memberikan salah satu unsur 

pengertian tentang anak pada pasal 45 yaitu :  

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan 

perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, 

memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya 

atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang 

bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan 

merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut.” 

 

Pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa 

apabila berumur sebelum 16 tahun.. 

a. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

b. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 1979 tentang 

Pengadilan Anak Yang Telah Diganti Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun 
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tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam 

suatu tindak pidana dalam tiga kategori : 

c. Pasal 1 Angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang 

selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua 

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana. 

d. Pasal 1 Angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana 

yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang berum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 

kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana 

e. Pasal 1 Angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi sanksi tindak pidana 

yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu 

perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri, 

 

Hilman Hadikusuma menyatakan tentang menarik batas antara belum dewasa dan 

sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermaslahkan. Hal ini dikarenakan pada 

kenyataanya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan 

hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang 

dan sebagainya walaupun ia belum kawin. 

 

Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi 

dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut: 
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a. Ketidak mampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana. 

b. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubtitusikan hak-hak anak yang 

timbul dari lapangan hukum keperdataan, tatanegara dengan maksud untuk 

mensejahterakan anak. 

c. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental 

spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri. 

d. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.  

e. Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana.  

 

Jika ditilik pada Pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang 

belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun.Oleh sebab itu jika anak tersebut 

tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah 

itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaanya dengan tidak 

dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada 

pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. 

 

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan 

perlindungan terahadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak 

dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa 

sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-

hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Jadi dari berbagi 

defenisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah 

yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan 

berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagi penyandang gelar anak tersebut. 
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2. Hak-Hak Anak 

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang merka sangatlah 

membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di 

sekitarnya.anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam 

kehidupan dan penghidupan mereka.
8
 

 

Hukum positif di Indonesia, perlindunagn hukum terhadap hak-hak anak dapat 

ditemui di berbagai peraturan perundangan-undangan, seperti yang tertuang dalam 

Keputudan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang 

merupakan ratifikas dari konvensi PBB kovensi tentang hak-hak anak
9
, Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang 

Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dan Undang-Undang Nomor 35 

tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara rinci dapat dilihat pada yang 

berikut ini:
10

 

1. Hak-hak anak menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, yaitu: 

a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.. 

b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.. 

c. Hak untuk beribadah menurut agamanya. 

d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. 

e. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 

f. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar 

biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak 

mendapatkan pendidikan khusus. 

g. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya. 

                                                           
8
 Angger sigit P,  & faudy Primahatsya,  Sistem Peradilan Pidana Anak, 2015 hlm 10 

9
 R. wiyono, Siste Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,2016 hlm 13  

10
Nashiriana,  Perlindungan Hukum Pidana Bagi anak di Indonesia, hlm 13 
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h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang. 

i. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan 

sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.  

j. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak 

mendapat perlindungan dari perlakuan.
11

 

 

2. Hak-hak anak menurut Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Anak
12

: 

a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai 

dengan umurnya; 

b. dipisahkan dari orang dewasa; 

c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 

d. melakukan kegiatan rekreasional; 

e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, 

tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; 

f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 

g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir 

dan dalam waktu yang paling singkat; 

h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak 

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 

i. tidak dipublikasikan identitasnya; 

j. memperoleh pendampingan orangtua/Wali dan orang yang dipercaya oleh 

Anak; 

k. memperoleh advokasi sosial; 

l. memperoleh kehidupan pribadi; 

m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; 

n. memperoleh pendidikan; 

o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan 

p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan
13

. 
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 R. wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,2016 hlm 13 

 
13

 Irma setyowati S, S.H, Aspek Hukum Perlindungan Anak,1996 Hlm 16.  
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B. Kekerasan Terhadap Anak  

1. Pengertian Kekerasan 

Kekerasan (violence) adalah ancaman atau penggunaan kekuatan fisik untuk 

menimbulkan kerusakan pada orang lain. Berkaitan dengan kekerasan, teori belajar 

sosial menjelaskan bahwa anak mempelajari perilaku baru melalui pengamatan 

terhadap model, mengimitasi dan mempraktikkannya kedalam perilaku nyata. 

Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya 

masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang mereduksi tata 

nilai kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solideritasan
14

 manusia 

belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis 

dan sosial kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solideritasan 

manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, 

ekonomis dan sosial. M. Marwan dan Jimmy menyatakan bahwa kekerasan adalah 

hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain 

kerusakan fisik, atau barang atau paksaan Kekerasan sudah mengakrabi kehidupan 

keseharian masyarakat kita.  

 

Penyelesaian konflik selalu saja disertai dengan tindakan kekerasan. Tindakan 

kekerasan yang kerap terjadi bukan hanya dilakukan oleh individu-individu sebagai 

anggota masyarakat, tetapi juga oleh aparat negara. Johan Galtung membagi tipologi 

kekerasan menjadi 3 (tiga) yait u kekerasan langsung, kekerasan kultural, dan 

kekerasan struktural.  
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 Wikipedia  
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Kekerasan langsung adalah sebuah peristiwa (event); kekerasan struktural adalah 

sebuah proses; sedangkan kekerasan cultural adalah sesuatu yang bersifat permanen. 

Ketiga tipologi kekerasan ini memasuki waktu secara berbeda, yang analog dengan 

perbedaan dalam teori gempa bumi antara gempa bumi sebagai suatu peristiwa 

(kekerasan langsung), gerakan-gerakan lempeng tektonik sebagai sebuah proses 

(kekerasan struktural), dan garisgaris retakan sebagai suatu kondisi yang permanen 

(kekerasan kultural).
15

  

 

Kondisi ini mengarah ke suatu citra strata kekerasan fenomenologi kekerasan. 

Kekerasan kultural merupakan strata yang paling dasar dan merupakan sumber 

inspirasi bagi kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Strata berikutnya 

kekerasan struktural berupa ritme-ritme kekerasan yang melokal dan merupakan pola-

pola dari kekerasan kultural. Puncaknya, kekerasan yang tampak oleh mata berupa 

kekerasan langsung yang dilakukan oleh manusia terhadap yang lain. Kekerasan 

langsung mewujud dalam perilaku, misalnya pembunuhan, pemukulan, intimidasi, 

penyiksaan. Kekerasan struktur atau kekerasan yang melembaga mewujud dalam 

konteks, sistem, dan struktur, misalnya diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, 

pelayanan kesehatan. Kekerasan kultural mewujud dalam sikap, perasaan, nilai-nilai 

yang dianut dalam masyarakat misalnya, kebencian, ketakutan, rasisme, 

ketidaktoleranan. 

 

                                                           
15

 Ismantoro Dwi Yuwono,  Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekeraan Seksual Terhadap Anak,2015 

hlm 1  
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Menurut sifatnya kekerasan ada 2 (dua) yaitu kekerasan personal dan kekerasan 

struktural. Kekerasan personal bersifat dinamis, mudah diamati, memperlihatkan 

fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan sedangkan kekerasan 

struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak. 

Kekerasan struktural mengambil bentuk-bentuk seperti eksploitasi, fragmentasi 

masyarakat, rusaknya solidaritas, penetrasi kekuatan luar yang menghilangkan 

otonomi masyarakat, dan marjinalisasi masyarakat sehingga meniadakan partisipasi 

masyarakat dalam mengambil keputusan tentang nasib mereka sendiri. Kekerasan 

struktural ini juga menimbulkan kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan dan 

kekayaan, ketidakadilan sosial, dan alienasi atau peniadaan individual karena proses 

penyeragaman warga negara. 
16

 

 

2. Kekerasan Terhadap Anak 

Kekerasan terhadap anak dikenal istilah abuse. Abuse adalah kata yang biasa 

diterjemahkan menjadi kekerasan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah 

biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak. 

Kekerasan terhadap anak-anak (child abuse) berkisar dari pengabaian anak sampai 

kepada perkosaan dan pembunuhan
17

. Terry E. Lawson, psikiater anak yang dikutip 

Rakhmat dalam Baihaqi mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (child abuse) 

menjadi empat bentuk, yaitu: emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan 

sexual abuse. Sementara Suharto mengelompokkan child abuse menjadi physical 

abuse (kekerasan secara fisik), psychological abuse (kekerasan secara psikologis), 
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 Ibid hlm 3  
17

 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Op.Cit hlm. 65 



23 

sexual abuse (kekerasan secara seksual), dan social abuse (kekerasan secara sosial). 

Keempat bentuk child abuse ini dapat dijelaskan sebagai berikut
18

: 

a. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan 

penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda -benda 

tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk 

luka dapat berupa lecet, atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda 

tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. 

b. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata 

kasar dan kotor, memperlihatkan buku gambar, dan film pornografi pada 

anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukan gejala 

perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut 

ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain. 

c. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontrak seksual 

antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar 

visual), maupun perlakuan kontrak seksual secara langsung antara anak 

dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual). 

d. Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi 

anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak 

memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak. 

Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan 

pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak 

menunjukan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang 

terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, 

memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial 

atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan 

perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status 

sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja demi kepentingan ekonomi 

yang harus terpenuhi. 
19

 

 

Pembuatan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 di atas dilatarbelakangi oleh 

peratifikasian Konvensi Hak Anak oleh Indonesia pada tahun 1990 setelah konvensi 

ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB guna mengatur masalah hak dan kebutuhan 

khusus anak-anak. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, 

menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

                                                           
18

 https://dik.my.id/kekerasan-pada-anak/  
19
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https://dik.my.id/kekerasan-pada-anak/


24 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal ini mempunyai cakupan yang 

sangat luas karena anak yang belum dilahirkan dan mas ih di dalam kandungan ibu 

menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. 

 

3. Faktor dan Dampak Kekerasan Terhadap Anak 

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh beberapa factor yang 

mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya begitu kompleks, seperti 

yang dijelaskan oleh Suharto, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh 

faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal 

dari kondisi keluarga dan masyarakat
20

, seperti: 

a. Anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, ketidaktahuan 

anak akan hak-haknya, anak terlalu tergantung kepada orang dewasa. 

b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak 

anak. 

c. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (Broken Home). 

d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, 

harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak lahir di 

luar nikah. 

e. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua. 

Gangguan mental pada orang tua bisa juga memegang peran penyebab timbulnya 
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 Arief Gosita., Masalah Korban Kejahatan, Pressindo, Jakarta. 2011.hlm.12-13 
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penganiayaan atau penelantaran anak karena pola berfikir atau keputusan-

keputusan orang tua menjadi terganggu.
21

 

f. Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan 

salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya. 

g. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat 

bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan 

terhadap nilai anak yang terlalu rendah.
22

  

 

Selain faktor yang di atas, harus diakui selama ini masih ada budaya dalam 

masyarakat yang kurang menguntungkan terhadap anak. Meski belum ada rincian 

budaya mana saja yang merugikan anak, tetapi sejumlah studi telah membuktikan 

bahwa di sekitar kita masih banyak dijumpai praktek-praktek budaya yang merugikan 

anak baik yang merugikan secara fisik maupun emosional. Misalnya, dalam praktek 

pengasuhan anak yang menekankan kepatuhan kepada orangtua. Dalam rangka 

menegakkan dan menjunjung tinggi nilai kepatuhan masyarakat membiarkan dan 

mentolerir hukuman fisik, perkataan kasar, makian, maupun yang berbentuk 

pengisolasian sosial anak. Sementara itu, menurut Rusmil menjelaskan bahwa 

penyebab terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dibagi kedalam tiga 

faktor: 

1. Faktor orang tua atau keluarga: 

a. Praktik-praktik budaya yang merugikan anak, 

b. Dibesarkan dengan penga niayaan, 
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c. Gangguan mental, 

d. Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial, 

e. Pecandu minuman keras dan obat. 

 

2. Faktor lingkungan soasial dan lingkungan 

Kondisi sosial juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dan 

penelantaran terhadap anak. Lingkungan adalah berbagai faktor dan kondisi yang 

melingkupi dan sedikit banyak mempengaruhi kehidupan serta kehidupan seorang 

anak. 
23

Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan 

terhadap anak antara lain: 

a. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis, 

b. Kondisi sosial ekonomi yang rendah, 

c. Adanya anggapan orang tua bahwa anak adalah milik orang tua sendiri, 

d. Status wanita yang dianggap rendah, 

e. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis. 

 

3. Faktor anak itu sendiri 

Faktor yang menyebabkan terja dinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak 

dari anak itu sendiri antara lain: 

a. Penderita gangguan perkembangan, menderita penyebab penyakit kronis 

disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungannya, 

b. Perilaku menyimpang pada anak.  

 

                                                           
23
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4. Bentuk bentuk kekerasan terhadap anak  

a. Kekerasan pada Fisik 

Bentuk kekerasan dari segi ini bisa berupa pemukulan, penganiayaan ringan 

hingga berat sehingga anak bisa mengalami lebab, atau luka-luka di sekujur 

tubuhnya. Bentuk kekerasan ini mudah sekali di lihat. Bahkan, bisa dijadikan 

bahan bukti untuk melaporkan pelaku kekerasan. 

b. Kekerasan Secara Psikis 

Bentuk ini bisa berupa anacaman, pelecehan atau sikap tidak mengenakkan 

yang menyebabkan anak menjadi pendiam, penakut, depresi, suka histeris, 

bahkan lambat laut bisa menjadi gila. Bentuk ini memang tidak bisa dilihat 

secara langsung. Namun, perlu kepekaan atau pendekatan yang lebih agar 

anak bisa bercerita dengan tenang. 

c. Kekerasan Ekonomi 

Bentuk ini memang tidak lepas di sekitar lingkungan kita, bahkan hampir di 

seluruh Indonesia. Bentuk ini berupa melantarkan anak atau tidak mampu 

memenuhi kebutuhan anak. Dengan demikian, maka akan memicu kekerasan 

di lingkungan keluarga. Kekerasan pada fisik pun akan terjadi. 

d. Kekerasan Seksual 

Bentuk ini bahkan motif paling banyak dalam kekerasan. Ini bisa berupa 

pencabulan dan pemerkosaan. Jika sudah demikian, maka akan muncul 

kekerasan-kekerasan lain yang berupa pengancaman, penganiayaan dan 

akhirnya pembunuhan. 
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e. Eksplotasi Anak 

Eksplotasi anak merupakan bentuk kekerasan terhadap anak juga. Karena 

dalam hal ini, anak dipaksa bekerja. Padahal, dalam usia anak sebaiknya 

memperoleh salah satu haknya sebagimana yang diatur dalam Undan-undang 

No. 23 Tahun 2002 yaitu, “Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 

dengan minat dan bakatnya.” 

f. Eksplotasi Seksual 

Bentuk ini paling mengerikan dari bentuk kekerasan lainnya. Karena dalam 

bentuk ini, sanak akan dijadikan pemuas napsu bagi yang membutuhkannya. 

Mengucapkannya saja mengerikan, apalagi jika anak mengalaminya sendiri.  

g. Perdagangan Anak 

Bentuk kekerasan ini juga ramai di media-media. Karena tidak segan-segan, 

bentuk ini sudah membentuk jaringan yang menyebar luas. Anak diperjual 

belikan seperti barang yang mudah didapatkan di mana-mana. 

 

C. Perlindungan Anak  

 

1. Pengertian Perlindungan 

Perlindungan adalah sesuatu yang bersifat melindungi setiap makhluk, perlindungan 

dapan diberikan dari banyak bentuk, perlindungan yang diberikan oleh nergar dalam 

bentuk hukum, dalam hal ini melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. 

Perlindungan hukum adalah hak semua warga negaranya). 
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Perlindungan hukum dapat diartikan suatu perlindungan yang diberikan terhadap 

subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun 

yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi dapat diartikan 

lain, perlindungan hukum adalah suatu gambaran dar fungsi hukum itu sendiri, yaitu 

konsep dimana hukum dapat memberikan suau keadilan dan ketertiban. 

 

Menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adaanya 

hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Pengertian hukum 

perlindungan anak atau remaja dengan pengertian jengdrecht. Kemudian 

perlindungan anak dpat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu. Berikut 

a. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yan 

memberikan perlindugan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan 

kewajiban bagi mereka untuk berkembang 

b. Dalam hal pengertian sempit: hukum perlinduang anak meliputi perlindungan 

yang terdapat dalam 

1. Ketentuan hukum perdata  

2. Ketentuan hukum pidana 

3. Ketentuan hukum acara  

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana adalah sebagai berikut :  

1.  Menjaga Kesopanan Anak  

2. Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa  

3. Larangan berbuat cabul denngan anak 
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Dalam Bab III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Dan 

Kewajiban Anak telah menjelaskan secara terperinci dalam pasal-pasalnya 

tentang apa saja hak-hak serta kewajiban bagi seorang anak. Adapun hak-hak 

yang dimiliki seorang anak antara lain adalah :  

1. Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta 

berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, 

anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya tindak 

kekerasan maupun diskriminasi.  

2. Setiap anak berhak untuk memiliki sebuah nama dan status kewarganegaraan 

sebagai identitas dirinya.  

3. Setiap anak berhak untuk dapat melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dengan 

agama dan kepercayaannya. Selain itu, ia juga berhak untuk berfikir serta 

berekspresi yang sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya. Tentu saja hal 

tersebut harus selalu dalam bimbingan orang tua dan tidak ada paksaan bagi 

mereka dalam melakukannya.  

4. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya serta 

berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh mereka. Selain itu, seorang anak 

juga berhak untuk menjadi seorang anak angkat atau anak asuh apabila 

ternyata orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak 

tersebut. 

5. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta 

jaminan sosial bagi fisik, mental, spriritual, maupun kehidupan sosialnya.  
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6. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk 

perkembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya tanpa adanya unsur paksaan 

dan sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuannya.  

7. Anak juga berhak untuk dapat mengeluarkan serta didengarkan pendapatnya. 

Ia juga berhak mencari, menerima, serta menyampaikan informasi sesuai 

dengan umur dan tingkat kemampuannya dengan tujuan untuk 

mengembangkan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan 

kepatutan.  

8. Setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu, seperti untuk beristirahat, 

bergaul dengan teman sebaya, bermain, serta berkreasi sesuai dengan minat, 

bakat, dan kemampuan dirinya.  

9. Setiap anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta 

pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosialnya terutama bagi mereka 

penyandang cacat.  

10. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ketidakadilan seperti 

diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, maupun 

tindakan menyimpang lainnya. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan 

perlindungan dari kegiatan atau praktik-praktik yang dapat melibatkan mereka 

dalam kegiatan politik, persengketaan, kerusuhan, kekerasan, atau juga 

peperangan.  

11. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukuman yang tidak 

manusiawi seperti penganiayaan dan penyiksaan. Dan mereka juga berhak 

atas kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.  
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12. Setiap anak yang menjadi korban perampasan kebebasan, maka ia berhak atas 

perlindungan bantuan hukum, pembelaan diri, mendapatkan keadilan di depan 

pengadilan, serta perlakuan yang manusiawi. Dan bagi anak-anak yang 

menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk dirahasiakan. Selain 

itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan 

lainnya.  

 

Lalu siapa yang bertanggung jawab serta berkewajiban melakukan perlindungan 

terhadap anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 negara, 

pemerintah, orang tua, keluarga, serta masyarakat disekitarnyalah yang memiliki 

kewajiban serta bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Meraka harus 

menghormati serta menjamin hak asasi setiap anak tanpa memandang suku, 

agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum 

anak, urutan kelahiran anak, maupun kondisi fisik dan mental yang dimiliki sang 

anak. 

  

2. Pengertian Perlindungan khusus anak 

Mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2002 yang sekarang diganti dengan UU Nomor 

35 tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak, perlindungan khusus untuk anak 

adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam hal situasi darurat, 

berhadapan dengan hukum
24

, dari kelompok minoritas dan terisolasi, yang 

dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, yang diperdagangkan, yang menjadi 

korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya 
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(napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik 

dan/atau mental, yang menyandang cacat, dan korban perlakuan salah dan 

penelantaran.
25

 Dalam kajian ini, pengertian perlindungan khusus untuk anak 

disesuaikan dengan data yang tersedia. Sebagian besar indikator seperti anak korban 

kekerasan fisik dan/atau mental, serta anak berhadapan dengan hukum tidak tersedia 

datanya secara komprehensif dan berkesinambungan. Meskipun tersedia datanya, 

namun tersebar di berbagai sektor dan cakupannya masih dianggap rendah
26

 

 

3. Sistem Perlindungan Terpadu 

Adalah  pemahaman tentang kesatuan semua aspek dan komponen kegiatan 

perlindungan anak yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat dengan 

mensinergikan berbagai sumber tersedia (secara terkoordinasi). Kegaiatan terpadu 

harus memiliki tujuan yang bersifat luas sebagai sebuah kontinum yaitu mulai dari 

promosi hak anak, pencegahan, deteksi dan penanganan sejak dini hingga yang 

kompleks dengan melakukan perubahan-perubahan secara menyeluruh terhadap 

masyarakat, keluarga, dan anak. Untuk menghilangkan/mengurangi faktor-faktor 

penyebab permasalahan dan risiko-risiko kekerasan terhadap anak yang telah atau 

mungkin terjadi, baik pada anak, keluarga, masyarakat. 

a. KPAI (Komnas Perlindungan Anak Indonesia) 

Lembaga perlindungan HAM Pada awalnya KPAI diberinama KPAN (Komisi 

Perlindungan Anak). Kemudian seiring berjalnnya waktu nama tersebut berubah 

menjadi KPAI. KPAI memiliki fokus untuk melindungi HAM anak-anak. 
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 Bambang Walulo,  Viktimologi Perlindungan KOrban Dan Saksi,2014 hlm 72 
26

 Tri Andrisan, Hukum Peradilan Anak, hlm 12 
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Didirikannya lembaga ini didasarkan pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan 

terhadap anak. Tugas dari KPAI tertuang pada Pasal 76 dalam UU yang sama, 

meliputi
27

:  

1) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, 

menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, 

evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaran perlindungan anak,
28

 

2) Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden 

dalam rangka perlindungan anak. Terdapat beberapa aspek hak-hak anak 

yang harus dilindungi baik oleh pemerintah, negara, keluarga, lembaga sosial, 

maupun orangtua seperti tertuang dalam Pasal 42 sampai Pasal 71 UU No. 23 

Tahun 2002 yang secara garis besar berisi tentang: 

a) Hak Agama, Untuk melindungi hak anak yang terkait agama maka 

diperlukan perlindungan berupa pembinaan, pembimbingan, dan 

pengamalan ajaran agama bagi anak. 

b) Hak Kesehatan, Upaya perlindungan kesehatan anak dilakukan secara 

komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. 

                                                           
27

 Angger Sigit Pramukti dan Faudy Primansya, Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm 95 
28

 Darwan prinst, Hukum Anak Indonesia, PT, Citra aditya Bakti, Bandung,1997 hlm 58 
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c) Hak Pendidikan, Semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak 

tanpa kecuali dan dilindungi dari tindak kekerasan yang terjadi di sekolah 

(Baca juga : Pendidikan Karakter di Sekolah). 

d) Hak Sosial, Dalam hal ini hak yang dimaksud adalah pelindungan 

terhadap anak-anak terlantar baik yang berada di dalam lembaga maupun 

di luar lembaga. 

e) Hak Perlindungan Khusus, Hak perlindungan yang satu ini ditujukan 

kepada anak-anak yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban 

bencana alam, dan dalam situasi konflik bersenjata.
29

 

b. Pusat Pelayanan untuk Perempuan dan Anak(P2TP2A) 

Secara singkat, P2TP2A adalah pusat pelayanan terpadu yang dibikin oleh 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuan dari 

dibangunnya pusat-pusat ini di berbagai daerah Indonesia adalah menyediakan 

pelayanan bagi warga yang jadi korban kekerasan–terutama perempuan dan 

anak. Walau ini proyek pemerintah, P2TP2A dikelola oleh banyak pihak. Mulai 

dari unsur masyarakat, pekerja sosial, peneliti, perguruan tinggi, hingga 

organisasi turut terlibat dalam pengelolaannya. Apabila perlu, P2TP2A tidak 

hanya menyediakan konselor yang bisa membantu perempuan dan anak korban 

kekerasan, serta rumah singgah dan rumah aman yang bisa dijadikan tempat 

berlindung..
30

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan 
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 Angger Sigit Pramukti Ibid hlm 96 
30

 Ibid hlm 98 

https://guruppkn.com/pendidikan-karakter-di-sekolah
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keadilan gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan terpadu 

pemberdayaan perempuan dan anak. Memfasilitasi kebutuhan perempuan dan 

anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, 

hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan / pemberdayaan, 

Peran P2TP2A :  

1) Sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan  

2) Sebagai pusat data dan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan 

anak  

3) Sebagai pusat koordinasi lintas sector terkait pemberian layanan bagi 

perempuan dan anak korban kekerasan
31

 

 

c. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) 

Pengertian dari Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) 

adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat 

masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan 

perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung 

tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun 

kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan prilaku yang 

memberikan perlindungan kepada anak.  

 

Gerakan tersebut dapat dikelola dengan menggunakan dan mengembangkan 

fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada atau jika diperlukan dengan 

                                                           
31

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Cetakan Kedua, Bandung: P.T.Refika 

Aditama, 2010, hlm.32. 
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membangun struktur kelembagaan baru. Terpadu adalah pemahaman tentang 

kesatuan semua aspek dan komponen kegiatan perlindungan anak yang dilakukan 

oleh berbagai unsur masyarakat dengan mensinergikan berbagai sumber tersedia 

(secara terkoordinasi).
32

  

 

Kegaiatan terpadu harus memiliki tujuan yang bersifat luas sebagai sebuah 

kontinum yaitu mulai dari promosi hak anak, pencegahan, deteksi dan 

penanganan sejak dini hingga yang kompleks dengan melakukan perubahan-

perubahan secara menyeluruh terhadap masyarakat, keluarga, dan anak. Untuk 

menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor penyebab permasalahan dan 

risiko-risiko kekerasan terhadap anak yang telah atau mungkin terjadi, baik pada 

anak, keluarga, masyarakat. Konsep Terpadu juga mengandung makna 

mendayagunakan berbagai sumber daya secara optimal, termasuk melibatkan 

berbagai unsur masyarakat, mensinerginakan dukungan sumber daya masyarakat, 

pemerintah, dan dunia usaha berbasis masyarakat yaitu merupakan upaya yang 

memberdayakan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah, dan 

mengambil inisiatif dalam mencegah dan memecahkan permasalahan yang ada 

secara mandiri. Masyarakat yang dimaksud dalam konteks gerakan ini adalah 

komunitas (kelompok orang yang saling berinteraksi) yang tinggal di suatu batas-

batas administrasi pemerintahan yang paling kecil, yaitu desa/kelurahan. Tujuan 

dari program PATBM sesuai dengan pengembangan indicator Kota/Kabupaten 

                                                           
32

 Angger Sigit Pramukti ibid hlm 99 
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Layak Anak untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan menanggapi 

kekerasan pada anak di Indonesia. 

 

d. Unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA)  

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah 

unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap 

perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum 

terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. 

 

Unit Pelayanan Perempuan dan anak ( PPA ), bukanlah merupoakan suatu unit 

yang baru dalam organisasi Polri sebelumnya unit ini pernah bernama Unit 

Rendawan ( Remaja, Pemuda dan Wanita ) yang berada di bawah naungan 

Fungsi Binmas ( Pembinaan Masyarakat dan sekarang dinamakan Binamitra ) 

dan kemudian menjadi suatu unit dibawah Reskrim yang bernama Unit RPK ( 

Ruang Pelayanan Khusus ) dimana khusus disini dimaksudkan dalam hal 

penanganan para korban,saksi atau tersangka yang melibatkan wanita dan anak 

anak sehingga memerlukan hal yang khusus dalam penanganannya. 
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4. Penerapan Sistem Perlindungan terpadu  

Sistem perlindungan terpadu dalam perananya menggunakan upaya pencegahan 

dan penanganan sesuai dengan Peraturan daerah No 02 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan perlindungan anak Pasal 5 Ayat (3) dan Pasal 11 

Pasal 5: 

(1) Sasaran pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah 

menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan 

salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak. 

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi antara lain 

a. merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme; 

b. meningkatkesadaran dan sikap masyarakat serta keluarga melalui 

sosialisasi, edukasi dan informasi; 

c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak; 

d. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari 

situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, 

perlakuan salah, dan penelantaran;  

e. meningkatkan kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah, 

menyesuaikan diri dengan perubahan, dan respon terhadap situasi yang 

mengancam. 

(3) Kebijakan, program, dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, meliputi antara lain : 

a. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data 

masalah perlindungan anak; 

b. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, 

perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran serta anak disabilitas; 

c.  jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, 

perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran; 

d. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga korban tindak kekerasan;  

e. upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang 

f. sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak. 

 

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar 

suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum 

terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal 

dalam menanggulangi kejahatan. Pencegahan juga dapat diartikan sebagai upaa 

pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisiyang dapat 
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mencegah terjadinya kekerasan, prilaku yang salah eksploitasi dan penelantaran. 

Kemudian pihak-pihak yang terkait dalam pencegahan terhadap perlindungan 

anak adalah berdasarkan Peraturan Daerah No02 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaran Perlindungan Anak Pasal 8.  

Pasal 8 

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 

dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana & Pemberdayaan Perempuan, Badan Pemberdayaan Masyarakat 

& Pemerintahan Kelurahan, Dinas Sosial, Dinas Tenga Kerja, Dinas 

Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, 

Badan Polisi Pamong Praja, Kementerian Agama, Badan Narkotika Nasional 

Kota Bandar Lampung dan Lembaga-Lembaga Sosial, Lembaga-Lembaga 

Pemerhati Anak dan Perlindungan Anak (LPA, P2TP2A, TeSA 129) atau 

sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

. 

(2)  Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui 

pendekatan adat istiadat atau kearifan local. 

 

Kemudian pada Pasal 11 yang menjadi sasaran dalam penangaan perlindungan 

anak adalah  

a. Anak di Luar Asuhan Orangtua 

b. Anak Dalam Situasi Darurat Akibat Bencana; 

c. Anak yang berhadapan dengan Hukum; 

d. Anak Korban Kekerasan, baik fisik, mental, dan atau seksual; 

e. Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran; 

f. Anak yang Hidup/Bekerja di Jalan; 

g. Anak Terlantar; 

h. Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial (ESKA); 

i. Pekerja Rumah Tangga Anak; 

j. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); 

k. Anak yang menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, 

Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA); 

l. Anak yang berada dalam situasi atau terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau 

keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan membahayakan kesehatan, 

keselamatan, atau moral anak 
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Sedangkan dalam pengertian penanganan itu memiliki arti suatu tindakan yang 

meliputi identifikasi, penyelamatan, rhabilitas, dan reintegritas terhadap anak 

yang menjadi kotban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan 

penelantaran.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah  

 

Adapun cara yang digunakan dalam pendekatan masalah ini yaitu: 

1. Pendekatan yuridis normative 

Pendekatan normative yaitu pendekatan dengan cara studi kepustakaan dengan 

cara menelaah kaidah-kaidah hukum, peraturan terkait dan berbagai macam 

literature yang kemudia dibaca, dikutip dan dianalisi selanjutnya disimpulkan 

2. Pendekatan Yuridies Empiris  

Pendekatan empiris yaitu pendekatan dengan cara mengumpulkan data priemer 

yang telah diperoleh secara langsung pada obyek penelitia dengan cara 

memewancarai responden atau narasumber yang berhubugan dengan penelitian 

ini.
33

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, 

hlm. 32. 
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1. Data priemer  

Merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Data priemer ini 

didapatkan dengan melakukan wawancara kepada kepala Dinas Perlindungan 

Perempuan dan Anak, ketuaLlembaga P2TP2A, aktivis PATBM dan Dosen 

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
34

 

 

2. Data sekunder  

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustaaan. Data ini didapat 

dengan cara mempelajari dan menkaji peraturan perundang-undangan, buku-

buku litelatur dan dokumen resmi yang terkait dengan penelitian ini. Terdiri dari 

dua bahan hukum yaitu: 

a. Bahan Hukum Preimer 

1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak 

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2011 tetang Perubahan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

4) Perda Nomor 02 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan 

perlindungan Anak Kota Bandar lampung 
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b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum ini didapat dari bahan hukum yang menjadi penunjang atau 

sebagai bahan yang melengkapi bahan hukum priemer 

3. Data Tersier  

Merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang 

memeberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum priemer dan 

sekunder, seperti kaus, bibliografi dan sebagainya.
35

 

 

C. Penentuan Narasumber  

 

Narasumber adalah orang yang membrikan informasi (orang yang mengetaui secara 

jelas atau menjadi sumber informasi). Narasumber dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepala bagian penyelenggara Dinas Pemberdayaan  

Perempuan Dan Perlindungan Anak     = 1 orang 

 

 

 

2. Ketua Lembaga P2TP2A     = 1 orang 

3. Aktivis perlindungan Anak Terpadu Bebasis  

Masyarakat (PATBM)     = 1 orang  

4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas    = 1 orang  

Hukum Universitas Lampung     ___________+ 

  Jumlah       = 4 orang  
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D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data 

 

1. Prosedur pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam pembuatan skripsi ini, penulis melakukan dengan cara: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder, yaitu dengan 

cara membaca, mengutip dan mencatat buku-buku dan peraturan 

perundangundangan yang menjadi referensi dalam skripsi ini 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan guna memperoleh data priemer, yaiut 

menggunakan metode wawancara narasumber yang berkaitan dengan 

penelitian ini yaitu dinas anak Kota badar Lampung, ketua Lembaga 

P2TP2A, aktivis PATBM, Penyidik Kepolisisan Dinas Pemberdaya 

Perempuan dan Perkindungan Aank kota Bandar lampung dan Dosen Bagian 

Hukum Pidana Universitas Lampung 

 

2. Prosedur pengolahan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pnelitian ini adalah stud 

kepustakaan (library research), yang dilakukan melalui serangkain cara, yaiu 

membaca, mencatat dan mengutip dari sumber-sumber bak dari bahan huku 

prier, sekunder ataupun tersier yang berhubungan dengan permasalahan dalam 

tulisan ini serta studi lapangan yang dilakukan dengan cara mewawancarai secara 

mendalam (deep interview) kepada puhak yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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E. Analisis Data 

 

Analasis data yang digunakan secara analisis kualitatif, analisis data adalah 

menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan 

terperinci, kemudian di interprestasikan unutk memperoleh kseimpulan. Dalam 

menarik kesimpulam digunakan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang 

bersifat umum kemudian mengurikan hal-hal yang bersifat khusus dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 

 



 

 

 

V. PENUTUP  

 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pemahaman, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan: 

1. Upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mencegah dan menangani 

terjadinya kekerasan anak antara lain: 

a. Pencegahan terjadi nya kekerasan terhadap yaitu dilakukan dengan 

semaksimal mungkin dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. 

Upaya ini tidak hanya melibatkan para orang tua tetapi juga mengajak 

masyarakat, aparat penegak hukum, dinas dan lapisan setiap individu serta 

pemerintah untuk turut serta daam pencegahan dan upaya penanggulangan 

kekerasan terhadap anak-anak dan individu yang lainnya. Dan memanfaatkan 

aspek masyarakat dan potensinya dalam upaya pencegahan kekerasan anak. 

Membentuk unit Peayanan Perempuan dan Anak (PPA) ditingkat mabes 

hingga ke polresta, membentuk kerjasama antara masyakata, kepolisian, 

lembaga pelindungan anak dan Dinas Pemberday Perempuan da  

Perlindungan Anak dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak. Dan 
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menghukum pelaku kekerasan terhadap anak dengan seberat-beratnya sesuai 

dengan Perstursn Perundang-Undangan yang berlaku. 

b. Penanganan korban kekerasan terhadap anak dilakukan oleh lembaga 

P2TP2A dan Dinas Pemberdaya Perempuan da Perlindungan Anak dengan 

cara semaksimal mungkin. Penangan korban kekerasan terhadap anak harus 

dilakukan semaksimal mungkin agar tidak mengganggu mental, psikolog dan 

perkembangan anak. Hal ini dilakukan dengan cara selalu mendampingi s 

korban dan memberikan terapi psikkolog agar mental dan psikolog si korban 

tidak terganggu untuk perkembangan dan kehidupan nya nanti. 

 

2. Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kekerasan anak  

Faktor penenghambat da lam upaya penanggulangan kekerasan anak adalah 

kurang nya dana dalam melakukan sosialisasi negulasi dan publikasi, kurang nya 

masyarakat dan para orang tua dalam memahami dampak dari terjadinyaa 

kekerasan anak, hal itu dikarenakan kuranganya masyarakat dan orang tua dalam 

menanggapi dan menangani terjadinya kekerasan anak. Dan dalam penanganan 

kurangnya pendampingan lebih melanjut yang dilakukan para pihak dalam 

mendampingi anak korban kekerasan. 

 

B. Saran  

1. Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan anak kota Bandar Lampung dan 

Lembaga P2TP2A Agar diintensifkan bagi penyuluhan dan sosialisasi ke desa-

desa ataupun ke perkampungan, supada dapat menambahkan pemahaman tentang 

dampak kekerasan terhdapan anak kepada masyarakat dan orang tua. Dan 
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Lembaga PATBM agar Memaksimalkan aspek dan potensi yang ada di 

masyarakat dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak agar tidak 

terjadinya kekerasan terhadap anak. 

2. Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindunan Anak harus memaksimalkan 

aturan hukum yang di buat oleh pemerintah, dan harus betul-betul diterapkan 

sebaik mungkin sesuai dengan fuungsinya. Agar mencegah terjadinya kekerasan 

terhadap anak 
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